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RINGKASAN DAN SUMMARY

Penelitian ini tentang Membangun Model Surat Gugat PTUN Sebagai

Instrumen Komunikasi dan Informasi Keadilan Hukum ini bertujuan untuk
mendapatkan satu bentuk surat gugat yang mampu menjalankan fungsi sebagai
instrumen pembawa pesan keadilan hukum. Penelitian ini pada tahap [ dilakukan
dengan melakukan pemetaan terhadap pola pembuatan surat gugat yang ada, untuk
melihat kelamahan dan keunggulannya. Penelitian tahap I merupakan penelitian
dokumenter ,penelitian ini menggunakan 35 buah sampel Surat gugat serta persepsi
Praktisi hukum (pandangan Praktisi Hukum terhadap pola pembuatan surat gugat
selama ini) yang dipilih secara acak dari wilayah Populasi yaitu PTUN Semarang,
Jogya, untuk kemudian dilakukan pemetaan atas pola pembuatan surat gugat .
Data yang diperoleh di lapangan kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan
kualitatif , dan hasil akhir penelitian tahap I ini adalah peta pola pembuatan surat gugat
serta rekomendasi model surat gugat yang akan dibangun pada tahap poenelitian
selanjutnya.

Research about PTUN Sue Letter Building Model as comunication legal justice
Instrument have aim to construct the new model of sue letter wich have do function as
legal justice message carrier intrument. First Stage of research do mapping of sue letter
done to saw the weaknesm strenghness of old sue letter model. Fisrt stage research was
a documenter research, wich use 35 sue letter sample and legal poractioners
persepsions (Legal persepsions about sue letter done) chose with random style from
population area like PTUN Semarang,Jogyakarta, and then to mapped.

Field data collect analize with quality approach, the last product of first research is
legal sue done mapping and recomendation for new aor next sue letter model.
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BAB 1.
PENDAHULUAN

Keadilan merupakan hak asasi dan kebutuhan setiap insan manusia yang
dijamin dalam perundang-undangan di negara beradab dewasa ini, dan oleh
‘karenanya untuk mewujudkan hak-asasi tersebut dibutuhkan satu media atau
institusi keadilan yang dapat digunakan sebagai akses bagi masyarakat untuk
mendapatkan rasa keadilan tersebut. Institusi keadilan tersebut dalam sistem hukum
moderen dewasa ini diwujudkan dalam satu wadah yaitu badan peradilan, yang
pada saat ini telah terbagi-bagi jenisnya berdasarkan kompetensi wilayah hukum
yang berbeda-beda.

Salah satu badan peradilan tersebut yang mendapat tugas sebagai akses
keadilan adalah PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara yang lahir berdasarkan
UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan efektif 5 (lima)
tahun kemudian atau tepatnya tahun 1991. PTUN ini di bentuk dengan tujuan utama
memberi-kan akses keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa
administrasi negara (Basyah:1989:14). Amanat untuk menjadi akses keadilan yang
diemban PTUN pada khususnya serta peradilan pada umumnya dijabarkan
dalam tingkat kebijakan adalah se-bagaimana dimaksud dalam Bab IV Huruf
A.Hukum angka 8. Tap MPR - Rl Neo IV/ MPR/ 1999 Tentang Garis-Garis
Besar Haluan negara RI Tahun 1999-2000 sebagai berikut:

Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka,
serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asa
keadilan dan kebenaran.

Ide kebijakan negara dalam masalah keadillan tersebut secara tidak
langsung mempertunjukkan ide dasar tentang akses keadilan yang akan dibangun di
Indonesia. Secara umum pranata hukum yang bertugas sebagai akses keadilan baru
dapat dinyatakan mampu untuk men:ialankan fungsinya sebagai akses keadilan,
hanya apabila organisasi dan gerak kinerjanya mampu untuk mengakomodir
kebutuhan dari pencari keadilan (yustisiabel) dengan segala bentuk variasi
aspeknya dan mampu untuk menegakkan putusan yang diambilnya melalui
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upaya yang disediakan. Dalam tingkat yang lebih praksis akses keadilan tersebut
ditujukan dengan maksud-maksud sebagaimana pendapat Marc Galanter berikut:

Indeed, much of the access to justice movement has been concerned with
finding viable ways to reduce the expense, formality,cumbersomeness, delay and
other features that make legalization worrisome or less optimal (Marc Galanter:
1981: 170),

sedangkan di Indonesia sesuai ketentuan UU No 14 tahun 1970 tentang
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman lorong akses keadilan yang diharapkan adalah
Ringan ,Singkat dan sederhana, ringan dalam arti biaya yang dikeluarkan pencari
keadilan tidak banyak, singkat dalam hal waktu prosesing di pengadilan tidak
terlalu lama dan sederhana dalam pengertian mekanisme peradilan bukan
merupakan mekanisme yang rumit tetapi mekanisme yang sederhana.

Kebijakan publik di atas mengenai peradilan masih berbicara akses
peradilan dalam tataran struktur dan belum berbicara kepada tataran substabnsi,
artinya apakah mekanisme peradilan yang telah berjalan selama ini telah mampu
memberikan pelayanan keadilan ataukah tidak, Untuk menjawab kinerja substansiil
tersebut ,menurut Chambliss dan Seidman (Chamblis & Seidman:1971:hal 90)
fungsi peradilan sebagai pelayan keadilan salah satunya dipengarnhi kepada
bagaimana peradilan membawa masuk bahan-bahan perkara itu ke dalam
mekanismenya.

Masuknya perkara sebagai bahan bakar peradilan dalam sistem peradilan

TUN dewasa ini terwakili oleh keberadaan Surat Gugat , yaitu sebuah surat yang
berisi uraian tentang duduk permasalahan yang terjadi serta tentang hal-hal apa
yang diinginkan pencari keadilan, atau secara umum sebuah surat gugat berisi
informasi tentang;

a. Identitas para pihak

b.Duduk perkaranya.

c.Peraturan yang dijadikan dasar

d. Hal yang diminta pencari keadilan (Y0s:1999:15)
Dalani kajian normatif maka bentuk surat gugat dalam PTUN hanya ditentukan
secara garis besar saja yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UU No 5 tahun
1986 sebagai berikut:

Gugatan harus memuat



a. nama kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya
b. nama, jabatan dantempat kedudukan tergugat

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.

Sekilas memang nampak sederhana dan mungkin mudah membuatnya, akan tetapi
dalam kenyataannya untuk membuat surat gugat tersebut membutuhkan keahlian
klinis hukum, dan tidak setiap pencari keadilan mampu melakukannya. Komentar
dari Benyamin Mangkudilaga berikut tentunya akan memberikan gambaran
betapa sulit membuat surat gugat di PTUN tersebut:

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mekanisme kerja PTUN.
Jangankan mereka , para pengacara saja yang sering mendampingi
masyarakat dalam mengajukan gugatan, banyak yang belum memahami.
Selama saya menjabat 99 persen tidak bisa diterima dan isinya juga
amburadul, karena itu tidak heran bila banyak sekali kasus gugatan yang
diajukan ke PTUN terpaksa tidak bisa ditangani. (Harian Surya, Senin 8
Juli 1991)

Kenyataan ini tak bisa dipungkin sebab sebagaimana pendapat Weber
(Satjipto:1990:71) maka peradilan sebagai bagian dari sistem bukum moderen
telah terkontaminasi dengan sifat birokratisnya, sehingga dalam pembuatan surat
gugatpun juga terkena imbas pengaruh birokratisme.

Salah satu imbas dari birokratisme dalam pembuatan surat gugat adaiah
bahwa pencari keadilan harus melakukan proses penyederhanaan pemangkasan
cerita, sehingga hanya pokok-pokok kasus yang dapat diserap mekanisme PTUN itu
saja, disamping surat gugat tersebut juga harus benar-benar akomodatif terhadap
kebutuhan mekanisme PTUN itu sendiri..

Dari hasil penelitian untuk setiap surat gugat paling tidak dibutuhkan kemampuan
pencari keadilan sebagai berikut:
1. Kemampuan mengutarakan Alur cerita perkara yang senyatanya,
runtut dan logis, ringkas
2. Kemampuan untuk memilah dan membuktikan apakah perkara ini
masuk kompetensi PTUN ataukah tidak.



3. Kemampuan untuk mengarahkan pandangan atau pendapat dan
persepsi Hakim bahwa si pencari keadilan telah mengalami
penganiayaan hukum

4. Kemampuan untuk mengarahkan pandangan atau pendapat dan
persepsi Hakim bahwa Tergugat layak untuk mendapatkan
hukuman yang setimpal.

5. Kemampuan untuk menunjukkan bahwa si pencari keadilan benar-
benar mengalami kerugian yang nyata

6. Kemampuan menunjukkan dan membuktikan bahwa si tergugat
telah melanggar ketentuan hukum tertentu

7. Kemampuan menunjukkan dan membuktikan bahwa hal yang
dituntut Pencari keadilan adalah hal yang logis (Yos:2001:hal 56)

Memperhatikan kebutuhan akan kemampuan yang seharusnya dimiliki

Pencari keadilan dalam membuat surat gugat di atas, maka tidaklah mudah seorang
Pencari keadilan untuk membuat surat gugat, di sist lain karena begitu formalnya
surat gugat tersebut justru berakibat makna atau substansi keadilan yang
dibutuhkan pencari keadilan menjadi berkurang.

Surat gugat PTUN dibuat dengan rancang bangun yang seharusnya sesuai
dengan kebumban mekanisme PTUN itu sendiri karena setiap sistem itu selalu
berusaha untuk memenuhi kebutubannya sendiri (Satjipto:1991:89) | hal tersebut
juga tidak lepas dari konsekuensi administrasi peradilan yang baik memurut
Herbert Simon (Herbert Simon:1982:117) merupakan upaya realistis,maka
apabila ada surat gugat yang dibuat dengan mengabaikan aspek ini tentu hanya
akan menciptakan kegagalan dalam proses pemasukan perkara., hal ini berarti
setiap pencari keadilan harus mengetahui mekanisme PTUN dalam menangkap
perkara-perkara TUN khususnya sebelum dirinya membuat surat gugat.

Dari uraian di atas pada satu sisi nampak begitn pentingnya surat gugat
sebagai instrumen pembawa misi keadilan dari pencari keadilan, namun di sisi
lain antuk dapat membuat surat ggugat yang baik juga bukan hal yang mudah,
maka penelitian ini berusaha menyuguhkan satu model surat gugat yang mudah
dalam pembuatanya, apklikatif terhadap mekanisme peradilan yang ada, serta

mampu merepresentasikan  “rasa sakit” dan “keinginan” dari pencari



keadilan,sehingga diharapkan kebutuhan pencari keadilan akan akses keadilan
dapat terpenthi.
Penelitian tentang model surat gugat PTUN ini mengambil lokasi di
PTUN Semarang, Mahkamah Agung dan PTUN Jogyakarta, hanya saja
pengambilan lokasi bukan kepada gedung atau lokasi lembaga tersebut berada,
mengingat tidak ada korelasi antara validitas sample dengan institusi tersebut.
Penentuan tempat penelitian lebih bersifat uipaya untuk menjaring contoh atan
sample surat gugat yang diproses di PTUN, hal ini mengingat tingkat kesulitan
untuk mendapatkan sample surat gugat sangat tinggi, hat itu dikarenakan sifat
dari surat gugat tersebut yang merupakan bagian dari rahasia peklerjaan Advokat.
Lokasi penelitian yang banyak di atas lebih ditujukan untuk
memperluas kemungkinan mendapatkan kemudahan dalam pengumpulan sample
surat gugat yang dibuat untuk berperkara di PTUN, dan bukan ditujukan untuk
mendapatkan spesifikasi tertentu.. Dari hasil penelitian yang diharapkan dapat
mengumpulkan 50 (lima puluh) sample surat gugat PTUN ternyata berhasil
dikumpulkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah Surat Gugat dari berbagai
kalangan Advokat baik senior maupun yunior,nasional, regional, maupun lokal.
Dari 35 surat gugat yang didapat ini diupayakan dapat dipetakan pola
pembuatan surat gugat selama ini, serta dapat diketahui kelemahan-kelemahan
yang ada pada model yang ada dengan harapan dapat disusun satu model kedepan
yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada dalam modwel lama dan
tetatp mempertahankan keunggulan model yang [ama.
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